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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), 
Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati 
Tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur. 
bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan 
tingkat kemampuan daya beli serta tingkat inflasi, maka 

dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan 
Bupati Seram Bagian Timur Nomor 60.c Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian 
Timur 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4027); 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4712); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ); 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;   
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Mentari Dalam Negeri     Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional 
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 
20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram 
Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53,Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 

49); 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
Menetapkan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 

8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 
Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 141); 

 
M  E  M  U  T  U  S  K  A  N : 

 
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN 
TIMUR NOMOR 60.c TAHUN 2017 TENTANG HAK 

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  SERAM 
BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019. 

 
 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 60.c Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur Tahun 2017 Nomor 328c), diubah sebagai berikut: 
 
 

1. Pada Lampiran II diubah ketentuan mengenai tunjangan transportasi dan 
tunjangan perumahan, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut: 
 

(1)  Tunjanan transportasi untuk anggota DPRD adalah sebesar 15.000.000,- per 
bulan sebagaimana terlampir; 

(2) Tunjanan perumahan untuk anggota DPRD adalah sebesar 13.750.000,- per 
bulan sebagaimana terlampir. 
 

 
 

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 29 

(1)  Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan 
Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan 

anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan 

ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Dihapus. 
 

 
 

 



 

 

 

3. Ketentuan Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 30 
Dihapus. 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 
 
 

 
Ditetapkan di Bula 

pada tanggal 6 Januari 2020 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 
         

       
 

          
      ABDUL MUKTI KELIOBAS. 

Diundangkan di Bula 

pada tanggal 6 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,  

 
 

 
 
       SYARIF MAKMUR 

 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 343 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

NOMOR  1  TAHUN 2020 
TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 60.c TAHUN 

2017 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

 
 
I. UMUM  

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah 
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh 

DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-
nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.  

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari 
sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Untuk menunjang hal tersebut, perlu  
dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan 
yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan 

kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara 
mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan 
daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan 

daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi 
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.  

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah 
perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang 
kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk 

meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam 
rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan 

daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, 
mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, 
serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan.  
Materi muatan Peraturan Bupati ini juga menata sekretariat fraksi melalui 
penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. Begitu 

pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula 
mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.  

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I  
Cukup Jelas 

 
Pasal II 

Cukup Jelas 


